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PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH

Nama Lengkap
Instansi

Jabatan/Peran

Identitas Subjek

Cakupan Permasalahan

1. Manajemen komunikasi rencana reklamasi Pemprov Sulsel dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan

Daftar Pertanyaan

Pihak Pemerintah

. Bagaimana Bapak/Ibu mengidentifikasi

permasalahan yang dialami oleh masyarakat

Pulau Lae-Lae?

. Bagaimana pengintegrasian masalah yang

telah diidentifikasi ke dalam perencanaan

reklamasi Pulau Lae-Lae?

. Bagaimana Bapak/Ibu berencana melibatkan

masyarakat Pulau Lae-Lae dalam
perencanaan dan pengambilan keputusan

rencana reklamasi ini?

. Bagaimana penyebaran informasi yang

Bapak/Ibu lakukan ke masyarakat? Apakah

ada strategi khusus yang dilakukan agar
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Informan

Daftar Pertanyaan

informasi mengenai reklamasi tersebar secara
merata dan dapat dipahami oleh seluruh

lapisan masyarakat?

. Dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae,

apakah terdapat forum diskusi atau
keterlibatan pihak non-pemerintah sebagai

mediator dalam prosesnya?

2. Manajemen komunikasi pelaksanaan reklamasi Pemprov Sulsel

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan

Daftar Pertanyaan

Pihak Pemerintah

. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana komunikasi

reklamasi yang dilakukan menjangkau semua

lapisan masyarakat Pulau Lae-Lae?

. Dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae,

bagaimana Bapak/lbu menjaga transparansi
dan konsistensi informasi yang disampaikan

kepada masyarakat?

. Bagaimana Bapak/Ibu mengakomodasi

masukan atau umpan balik mengenai rencana

reklamasi dari masyarakat Pulau Lae-Lae?
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Informan

Daftar Pertanyaan

4. Bagaimana Bapak/Ibu menindaklanjuti

kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat

dalam pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-Lae?

3. Manajemen komunikasi penolakan terhadap rencana reklamasi

Pemprov Sulsel dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau

Lae-Lae

Informan

Daftar Pertanyaan

Pihak Pemerintah

. Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang

penolakan masyarakat terhadap reklamasi

Pulau Lae-Lae?

. Dalam mengatasi penolakan masyarakat

terhadap rencana reklamasi, perencanaan
komunikasi seperti apa yang Bapak/lbu

terapkan untuk menanggulangi hal tersebut?

. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan

pada partisipasi masyarakat ketika pihak
pemerintah berkomunikasi dengan efektif dan

transparan?

. Apakah Bapak/Ibu memiliki strategi komunikasi

yang memperkuat partisipasi masyarakat
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Informan

Daftar Pertanyaan

dalam fase-fase berikutnya dari pelaksanaan

rencana

dampak dan evaluasi pasca-proyek?

reklamasi, seperti

pemantauan
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PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT
Identitas Subjek
Nama Lengkap
Pekerjaan/Peran
Cakupan Permasalahan
1. Manajemen komunikasi rencana reklamasi Pemprov Sulsel dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan Daftar Pertanyaan

1. Menurut  Bapak/lbu, bagaimana upaya
Pemprov Sulsel melibatkan masyarakat dalam

rencana reklamasi Pulau Lae-Lae?

2. Sejauh mana pemerintah membangun dialog
terbuka dan inklusif dengan masyarakat
mengenai pelaksanaan reklamasi Pulau Lae-

Lae?

3. Menurut Bapak/lbu, sejauh mana pemerintah
berhasil mengidentifikasi masalah ada di Pulau

Lae-Lae apabila reklamasi dilaksanakan?

4. Dari informasi yang diterima, menurut
Masyarakat Pulau Bapak/Ibu apakah kepentingan jangka panjang
Lae-Lae masyarakat telah dipertimbangkan secara

memadai dalam rencana reklamasi ini?
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Informan

Daftar Pertanyaan

5. Apakah informasi yang diterima meningkatkan

pemahaman Bapak/lbu mengenai rencana

reklamasi Pulau Lae-Lae?

2. Manajemen komunikasi pelaksanaan reklamasi Pemprov Sulsel

terhadap peningkatan partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja yang menjadi penghambat

masyarakat Pulau Lae-Lae dalam

berpartisipasi pada rencana reklamasi?

. Menurut Bapak/lbu, sejauh mana transparansi

informasi yang disampaikan oleh Pemprov
Sulsel mengenai rencana reklamasi Pulau Lae-

Lae?

Masyarakat Pulau

Lae-Lae

. Bagaimana pendapat Bapak/lbu terhadap

akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan
proyek reklamasi sesuai dengan rencana yang
disepakati? Apakah terdapat kesenjangan

dalam pengimplementasiannya?

. Apakah Bapak/Ibu merasa memiliki akses yang

cukup terhadap informasi mengenai manfaat
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Informan Daftar Pertanyaan

dan risiko yang mungkin terjadi dalam rencana

reklamasi Pulau Lae-Lae?

5. Menurut  Bapak/lbu, bagaimana  sikap
pemerintah terhadap aspirasi yang
dikemukakan oleh masyarakat Pulau Lae-Lae

terhadap rencana reklamasi ini?

3. Manajemen komunikasi Pemprov Sulsel dalam menyelesaikan

hambatan terkait partisipasi masyarakat Pulau Lae-Lae

Informan Daftar Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana

pemerintah berhasil mengidentifikasi
Masyarakat Pulau Lae-
masalah yang menghambat partisipasi
Lae
masyarakat dalam reklamasi Pulau Lae-

Lae?

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana manajemen
komunikasi yang diterapkan oleh Pemprov
Sulsel terhadap hambatan dan kekhawatiran

yang Bapak/Ibu alami?
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Informan Daftar Pertanyaan

3. Apakah manajemen komunikasi yang
diterapkan oleh Pemprov Sulsel mengubah
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah?

4. Bagaimana informasi yang disampaikan
Pemprov  Sulsel mengubah tindakan
Bapak/lbu terhadap rencana reklamasi

Pulau Lae-Lae?
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JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
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Nomor 1 14193/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.

Kepala Biro Perekonomian Dan
Administrasi Pembangunan

Lampiran C T Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan
Perihal : lzin penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 2581/UN4.8.1/PT.01.04/2024
tanggal 02 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti.dibawah ini:
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Nama T ANISAFAHIRA = W @ &
Nomor Pokok 1 E022222018 ‘3
Program Studi * llmu Komunikasi P b P
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat ¢ Jik P\ Kemerdekaam Km:10; Makassan N

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

" MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV SULSEL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PULAU LAE-LAE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 Juni s/d 03 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

T 3
I}.?*aéh
THETARY
=y O
Tembusan Yth E* e
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;

2. Pertinggal.
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Nomor : 13673/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta
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Perihal : lzin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor :-25681/UN4.8.1/PT.01.04/2024 tanggal 02
April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawa'hf ini:

Nama : /ANISA FAHIRA s
Nomor Pokok © E022222018 R b ==

Program Studi : llmu Komunikasi P Lb

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)

Alamat : JI. P. Kemerdekaan®Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI| SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,
dengan judul :

" MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV SULSEL DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PULAU LAE-LAE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Mei s/d 29 Juni 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan

Keterangan Penelitian.
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. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko,
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Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama 3 ANISA FAHIRA

NIM / Jurusan : E022222018 / Ilmu Komunikasi

Pekerjaan £ Mahasiswa (S2) / Universitas Hasanuddin

Alamat 3 J1. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Lokasi Penelitian % Terlampir-,

Waktu Penelitian 3 22 April 2024 - 22 Juni 2024

Tujuan : Tesis

Judul Penelitian z MANAJEMEN KOMUNIKASI REKLAMASI PEMPROV

SULSEL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PULAU LAE-LAE

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.

b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan
tujuan kegiatan penelitian.
¢. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
melalui email bidangekososbudkesbangpolmks @ gmail.com.
d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan
tersebut diatas.
Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 2024-04-23 14:02:40
[8] Ditandatangani secara elektronik oleh
%37 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
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(3 KOTA MAKASSAR
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ISI PERDA NO. 3 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-2041
MENGENAI PULAU LAE-LAE

GUBERNURE SULAWESI SELATAN

FERATUREAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NHOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

EENCANA TATA RUANG WILATAH FROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang:

TAHUN 2022-2041

DENGAN RAAMAT TUHAN YTANG MAHA ESA
GUBEFRNUE SULAWEEI SELATAN,

bahwa untuk mengarahlkan pembangunam i
Provinci Sulawesi Selatan dengan memanfastican
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna,
serasi, selaras, seimbang, terpadu, dam
berkelanjutan dalam rangka —meningkatican
kesejahteraan masyaralcat, perlu disusun REencana
Tata Ruang;

bahwa dinamika pembangunan internal dam
ekcternal wilayah Provinsi Sulswesi Selatan certa
perubahan kebijalcan Nasional dan Prowinsi telakh
mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi
sehingga menuntut adanya peninjauan kembali
terhadap Fencana Tata Fuang Wilayak Prowinsi;

bahwa berdasarkan hasil peninjacan kembali
terhadap Fencana Tata Fuang Wilayah Provinsi
Sulawezi Selatan yang diatur dalam Peraturam
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Takosm
2009 tentang Rencana Tata Fuang Wilayah Prowinci
Sulawezi Selatan Tahun 2009- 2029, perlae
dilakuloan revisi;

bahwa berdacarkan kestentuan Paczal 7A ayat |1}
Undang-Undang Nomor 27 Tabun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dam Pulac-Pulas Kecil



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara FEepublikc
Indonesia Tahun 2014 HNomor 244, Tambahan
Lembaran Hegara Fepublilkc Indoneszia Nomor 3587
cebagaimana telah beberapa kali diubak teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabhun 2020
tentang Cipta Herja (Lembaranm HNegara Eepublilk
Indonesia Tabhun 2020 HNomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8373,
Undang-Undang HNomor 4 Tahun 2022 tentang
Provinzi Sulaweszi Selatan ([Lembaran HNegara
Fepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64
Tambahan Lembaran Negara FEepublik Indomesia
Homor 67735);

Peraturan Pemerintah HNomor 26 Tabhum 2008
tentang FEencanma Tata FEuang Wilayah HNacional
[Lernbaran Negara Eepublik Indonesia Tahum 2006
Homor 48, Tambahan Lembaran Negara Republikc
Indonecia Nomor 4533) sebagaimana t=lah diubah
dengan Peraturan Pemerintah MNomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Homor 26 Tahun 2008 tentang Fencana Tata Fuang
Wilayah Nacional |Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun Z017T Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §042);
Peraturan Pemerintalh Nomor 21 Tabumn 2021
berutaTE Penyel=nggaraamn Penataan Fuang
[Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahwm 2021
Homor 31, Tambahan Lembaran NHegara Republik
Indonesia Nomor 5633]);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Euang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tabun 2021
tentang Tata Cara Penoyusunan, Peninjauan
Hembali, FEevisi, dan Penerbitan Persetajuan
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Substanszi FEencana Tata Fuang Wilayah FProvinci,
Kabupaten, Kota, dan Fencana Detail Tata Fuang
[Berita Negara FEepublik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Fuang/EKepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Takun 2021
tentanyg Pedoman Penyusunan Bacsiz Data dan
Penyajian Peta  Fencana Tata FRuang Wilayah
Provinzi, Eabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana
Detail Tata Fuang Kabupaten /Kota (Berita Negara
Republik Indonecia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perilanan Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Fuang Laut ([Berita Negara Republic Indonecia
Takbun 2021 Nomor TO1);

Dengan Persetujuan Bercama
DEWAN FEEWAKILAN FAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUE SULAWESI SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022-

2041

Bagian Kedua
Fuang Lingloup Substansi
Pazal 3

Fuang linglup pengaturan dalam Peraturan Dasrah ini meliputi:

a.
b.
.

d.

Tuang linglup;

tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Fuang Wilayah Provinsi;
rencana Struktur Euang Wilayah Provimsi;

rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;

. KSP;

arahan Pemanfaatan Fuang Wilayah Provinsi;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Fuang Wilayah Provinsi;

. peran Macyarakat dan lel=mbagaan;

ketentuan lain-lain;
penyidilcam;

. ketentuan pidana; dam

ketentuan peralibam.
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TUJUAN, EEELTAKAN, DAN STRATEGI FENATAAN
RUANG WILAYAH PROVINGSI
Eagian Kesatu
Tujuan Penataan Fuang Wilayah Provinsi
Facal 4
Tujuan Penataan Fuang Wilayah Provinzs adalah untuk mevujudkan Ruang
yvang produlctif, kompetitf, inklucif, inovatif, dan berlkcelanjutan malahed
pendelatan kemandirian lokal menuje provins yang terleemulea di Indonesia.

Bagian K=edua
Kebijalean Penataan Fuang Wilayah Provimsi
Pacal 5
Kebijakan Penataan Fuang Wilayah Provinci meliputi:
a. kebijakan untulk mewujudlcan Fuang Provinsi yang produktf berbasiz
kebarianjutan yang meliput:

1. pengembangan Eawasan Perootaaan dan Hawasan stategis
pertumbuban skomomi;

Z. pengembangan dan penguatan cictermn produlesi bula hiliv dalam
peninglatan elonomi berbaziz potensi lokal dan  loel=ctacian
Linglungan; dan

3. pengembangan Hawacan Periootasn dan Kawacan cirategic yang
berbasic mitigasi dan adaptasi bencana untulk mewujudkan Fuang
Provinzi yang kompetitif melalui peninglatan losterkaitan antar
Wilagah.

b. kebijakan untuk mewujudkan Fuang Provinsi yang kompetitf dan
inovatif melahii peninglatan keterkaitan antar Wilayah yang meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan transportasi yang terpadu untulk
meninglatican losterkaitan dan aksesibilitas antar Wilayah dan antar

Enwasamn;

13

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan  pusat-pusat
pertumbuhan skonomi Wilayah darat, Laut, pesizsir dan pulau-pulae
kedl; dan
3. peninglatan knualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportaci, telekomuniloaci, energi, sumber daya air, dan prasarana
lainmnya.

c. kebijakan untuk mevujudkan Fuang Provinsi yang berloslanjutan
melalui kelestarian Kawazan berfungzi lindung sesuai dengan kondizi
elocistemnya, yang meliparti:

1. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotenszi menggangeu
Kawasan berfungszi indung;

2. pemantapan dan rehabilitazi Kaeszan berfumngsi lindumg;

3. pelestarian Kawazan konservaszi yang memnilild keanskaragamar
hayat tingg; dan

4. mevujudican peninglcatan konservaszi dan rehabdlitaci lahan kritis
dan skozictern pazizir dan pulsu-pulan oecil

d. kebijakan untuk mewujudican Fuang Provinci yang inklucif melaloi
peningleatan produlctivitas dan daya caing cumber daya alsm malipuati:
1. pareujudsn peningkatan keterpadusn  dam  losterkaitan  antar
kapiatan budi daya; dan

2. pemanfastan sumber daya alam danjfatau perkembamgmn ilmu

pengetabuan dan telmologi cecara optimal untuk meningkatioan

kesejmahterann Masyarakat.
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Bagian Hetiga
Strategi Penataan Fuang Wilayah Provinsi
Pasal 6

Strategi pengembangan Eawacsan Perkotaan dan Eawasan strategis
pertumbuhan elkonomi sebagaimana dimalesud dalam Pazal 5 huruf a
anghea 1, terdin atas:

mengembangkan Kawazan Perkotaan sebagal pusat indusin
pengolahan dan pusat industri jasa hasil penpolahan komoditas
unggulan sumber daya alam;

mengembangkan pucat jasa dan pusat promosi pariwizata di
Kawazan Perlootaan;

meninglcatiran keterlcaitan antara Eawasan Perkotaan dan sentra
produlesi omoditas unggulan sumber daya alam terpadu; dan
mengembangkan sarana dan prasarana penduloung lkeegiatan
pariwicata certa mershabilitaci Kawacan parwizata yang
terdegradasi.

Stratepi pengembangan dan penguatan sistem produlkesi hulu hilir dalam

peninglkatan ekonomi berbacic potenci lokal dan kelectarian linglungan

cebagaimana dimalecud dalam Pacal 5 huruf a angiea 2 terdind stas:

a. menpembangican csentra produlesi komoditas unggulan sumber daya
alamn dengan memperhatilban keanslkaragamnan hayati di Kawasan
caldtarnya;

b. menpembangican Kawasan industri pengolahan sumber daya alam
yvang didulung clsh pengelolaan limbah industri terpadu dengan
memperhatiliean daya duling dan daya tampung linglungan hidup;
dan

c. menpgembangkan carana dan prasasana untulk kbslancaran distribuci
dan produlrsi pada sentra produksi komoditazs unggulan sumber
daya alam.

Stratepi pangembangan Eawacan Perlotaan dan Eawasan ctrategic yang

berbacsic mitigaci dan adaptaszi bencana sebagaimana dimal=ud dalam

Paszal 5§ huraf a anglea 3, meliput:

a. menetaplkan rona rawan bencana di Kawacan Perkotaan dan Wilayah
pesicir sesuai karalkterictike, jenic, dan potenci ancaman bencana;

b. mengendalikan perkembangan HKawacan terbanpun di Kawacan
Perkkotaan dan Wilayah pesicir yang berpotensi terjadings bencana;

. menpembangican sarana dan prasarana perkotaan yang berfungsi
cebagai loloaci dan jaher evalmiasi bencana;

d. membangun sarana pemantauan bencana; dan

=, menetapkan standar banpunan gedung yang sssuai dengan

Iaraloteriztik, jeniz, dan ancaman bencana.
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Paczal 7
Strategl umiuk pengembangan sistem jaringan trancportasi yamg
terpadu umiul meningkatlcan  lostedcaitan dan alcesibilitas antar
Wilayah dan antar Kawaszan sebagaimans dimalecud dalamsm Paszal 5
huruf b anglea 1, terdin atas:
a. mengembangican alces carana dan prasarana transportasi darat,
Laut, dan udara yang menghubunglkan antar Kawacan Perkotasn;
b. menpembeargican ciztern  trancportasi amtar moda yang
menghubungican antar Eawacan Perlootaam;
. menpgembangican dan memantapkan jaringan transportasi dan alcces
sarana dan pracsarana transportasi darat meliputi jaringan jalam,
jaringan leereta api dan jaringan transportaci penysberangan yang

menghubungican Kawasan Perlkotasn dengan sentra produoksi,
pelabuhan, dan bandar udara;

d. menpembangican dan memantapkan pelabuban pengumpan regiomal
untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internazional;

=. menpembangican simpul tansportasi, industri, perdagangan, dan
lonvensi pada Eawasan Perkotanm;

f. menpembangican dan memantaplan bandar wudara untuk
mendulmung lonektivitas regional, nasional, dan internasional; damn

E. menpgembangican jaringan transportasi  dengan memperhatiloamn
Eawasan pertanian tanaman pangan dan Kawasan Lindung.

Stategl untuk peningleatan alkses pelaymanan perkotaan dan pusat-

pusat peroumbuhan elonomi Wilayah darat, Laut, pesizir dam pulau-

pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angla 2,

terdin atas:

a. meninglatiean interkonelsi antara Kawasan Perlotaan, antara
Eawacan Perlotman dengan pusat-puzat kegiatan Kawaczan
Perdecaan, certa antara Kawacan Perlotaan dengan Wilayah
celdtarnya, termacuk pecicit dan pulau-pulan loecil;

b. melaloulcan PemeTatasan pengembangamn Wilayah melalui
lreceimbangan pembanpunan damn ketericaitan Kawacan permulcman
perdecaan dan permuldman perkotaan cebagai penunjang osgimtamn
cozial, elronomi, dan budaya Macyaraleat; dan

. menpendalilean perkembangan Eswazan Perootasn di Kaweaczan
rawan bencans dan KExoacan partanian pangan berloslanjotam.

Stratepi untuk peningkatan malitas dan jangleanan pelayanan jaringan

pracarana trancportaci, telskomunilesci, snergi, cumber days air, dan

pracarana lainnys cebagairmana dimaleeud dalam Paczal § huruf b anglkes

3, tardini atacs:

a. mendorong pengembangan jaringan telelomunileasi terotaons di
Eawacan pesicir dan Eawacan Perdecasn yang masih tericolasi;

b. menpembangican jaringan prasarana sumber daya air untok
mendulung peninglratan luasan Kawazan pertanian yamg terlagyand
jaringan sumber daya air; dan

. mencegah pendanglcalan danau dan waduls wnimlk mempertahanlcan
daya tampung air cehingga berfungs sebagal pemasole air baloa.
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Pacal &

Strategi untuk pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi

menggangg: Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimalkesud dalam

Pacal 5 huruf ¢ angka 1, terdiri atac:

a. menata kembali Kawacan permuloman dan Kawasan permulcman
Masyaralat adat yang berada di Kawasan berfungsi lindung;

b. mengendalilcan kegiatan pemanfaatan Fuang di bagian hulu Wilayah
sungai, Kawasan hutan lindung, Kawasan resapan air, dan Kawasan
konservaci; dan

c. mengendalilcan  pemanfaatan Fuang pada Eawasan berfungsi
LEndung.

Strategi untuk pemantapan dan rehabilitazi Kawazan berfungei lindung

cebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 huruf ¢ anglka 2, terdiri atas:

a. mempertahankan luacan Kawacan bervepetasi hutan tetap yang
memberilcan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;

b. menetapkan Kawacan hutan paling cedilct 30 [tiga puluh) persen
dari luasz daerakh aliran sungai,

c. melindungi dan melestarikan keanelkaragaman hayati tumbuhan
dan catwa pada Eawracan berfungei indung; dan

d. memulinkan Eawacan berfungsi lindung yang terdegradaci dalam
rangka memelihara keceimbangan elcosistem Wilayah.

Strategi pelectariamn Kawazan loncervasi VALE memilils

keanekaragaman hayat tinggi sebagaimana dimalesud dalam Pasal 5

huruf ¢ anglea 3, terdiri atac:

a. melastarlkan terumbu karang dan sumber daya hayati Lauat;

b. mencegah sedimentasi pada Hawasan muara sungai yang dapat
mengeangpu kkelectarian ekozictem terumbu karang;

c. menghonservaszi Kawazan yang merupalcan jalur migrasi bagl biota
Laut yang dilindwngi;

d. mengembangican sarana bantu navigaszi pelayaran pada Kawasan
konzervaci perairan; dan

2. menpgendalilcan penanglkapan ikan zezuai dsngan daya dulmung
Emwasan konservasi melalui pengpunaan alat tangkap ramah
LEnglungan.

Strategi untulk mewujudkan peninglkatan lkonservasi dan rehabilitasi

lakhan kritic dan ekosistem pecisir dan pulaw-pulaw loecil cebagaimana

dimalecud dalam Pacal 5 huruf © anglea 4, terdin atac:

a. peninglatan koncervaci dan rehakbilitaci butan mangrove dan lahan
kritis; dan

b. peninglatan kkoncervaci keanelkcaragarman hayati dan perlindungan
ekosistern pesicir dan pulau-pulau kecid serta pengembangan
perlindungan biota Lat.
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Pacal 61

ESP sebagaimana dimaleswed dalam Pasal 59 huruf b melipuati:

ESP dari sudut kepentingan pertumbubhan ekomnomi;
b. ESP dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
c. KSP dar sudut kepentingam fungsi dan daya dulung lnglungan

hidup.
ESP sebagaimana dimalksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta
dengan tinglkat keteliban 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XX dan Lampiran X¥I yang memupakan bagian tdak
terpicakhlcan dari Peraturan Daesrah ini

Pazal 62

KESP dari sudut lepentingan pertumbuhan elonomi sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 61 ayat (1] huruf &, meliputi:

pomom

| e o
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Eawacan pusat bisnis terpadu yang meliputi pesisir Kota Makassar dan
Pulau Las-lae;

Eawasan Pendidilcan Tinge Mamminasata;

Eawacan wisata Kabupaten Bululumba dan sekitarnya;

Kawazan pengembangan peternakan  Sidenreng FRappang-Finrang-
Enrelcang;

Eawasan Eduwizata Pucalk di Kabupaten Maros;

Eawacan agroindustr terpadu di KEota Pare Pars;

Eawasan agrowizata Bantaeng-Bulukumba-Sinjai;

Eawacan agrowisata Barru di Kabupaten Barru;

Eawacan agrowicata Enrekang di Kabupaten Enrelcang;

Enwasan agrowisata Bone-Waja;

Eawacan skonomi khusus pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan
Selayar,;

Eawasan elonomi terpadu Luwu Raga;

Eawacsan perikanan terpadu di Kabupaten Pinrang;

Eawacan parikanan terpadu di Pangloajene Hapulauan-Karos-Barna,;
Eawasan perikanan terpadu di Talalar-Jeneponto; dan

Eawacan industri perilkkanan terpadu di pesisir pantai Telulke Bone yang
meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten DBone, Kabupatsn Sinjai,
Eabupaten Bululumba, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.
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Pacal 100

Indikazi arahan zonasi untuk Eawasan parwisata sebapaimans

dimalkcud dalam Pazal 86 ayat [3) buruf b disusun dengan

memperhatilcan:

a. diperbolskhlkan Pemanfastan Fuanguntuk loepintan daya tarik wizata
meliputi daya tarik wicata alam daya tarik wizata budaya, dan fatan
daya tarik wisata hasil buatan manusia;

b. diperbolehlcan kegiatan penyediaan Fuang terbulka hijau pada
HKawaczan pariwizata sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

diperbolehlcan dengan syarat kegiatan infractrulctur dasar,
infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuad
dengan ketentuan telmis;

diperbolehlcan dengan syarat kegiatan sksisting yvang celaras dengan
fumgei KEawasan;

diperbolehican dengan cyarat kegiatan permuliman, pertanian dan
pericanan; dan

tidale diperbolehlkan kegiatan yang mengganggu fungsi Eawasan
sesuai dengan lketentuan  telmis dam  ketentuan  perundang-

undangan.

Pengembanpgan sebagian Kawasan pesicir Pulau Laes-Las untule eegiatan

pariwisata bentang alam yang selanjutnya disebut KPU-W-16 dilakukan

dengan reldamasi tercamtum dalam Lampiran VII dan digambarikcan

dalam peta HEPFRL dengan skala le=telidan 1:530.000

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahlcamn

dari Peraturan Daerah ini;

Pengaturan pada EKPU-W-16 sebapaimana dimakoud pada ayat [(2)

meliputi:

a.

penyelenggaraan  relkdamaszi | secara  bertahap dengan  t=tap
memperhatilean fungsi KEawasan pariwisata;

penyelengparaan reldamasi dengan konfipurasi menyatu dengan
garis pantai; dan

lokasi sumber material reldamaci untuk penyelengaraan reldamasi

di EPU-W-16 sebagaimana dimalesud pada ayat (2] ditetaplean sesuai

dengan Eawasan peruntukan pertambangsn dan snergi, zona
pertambangan mineral dan batubara (KPU-TH)|, danfatan hasil

kepiatan pengerulcan alur pelayaran.

sebapaimana
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Pacal 101

Indikazi arahan zonasi untuk Kawasan permuldman sebagaimamna

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3] hurof i disusun dengamn
mempearhatilcan:

-

diperbolehlcan Pemanfaatan Fuang untuk lkegiatan pengembangamn
pembanpunan perumahan sesual denpan ketentuan teknic yang
barlalon;

. diperbolehkan losgiatan perdagangan dan jacza, perdcamtoran,

pemerintahan, certa Ruang terbulca hijau;

. diperbolehlcan leegiatan Pemanfaatan Ruang untuk penyediaan

facilitacs zozial dan fasilitas urmmum sezuai dengan standar pelayanan
minimal

. diperbolehlcan penyediaan jalur evaluaci bencana;
. diperbolehlcan dengan syarat Pemanfaatan Fuang untuk loegiatan

infrastrultur daczar, infracoultur penunjang, dan sarana penunjang
lainnya cezuai dengan ketentuan teloiz;

diperbolehlcan denpan syarat Pemanfaatan Fuang untuk kegiatan
industri slkala rumah tangga dan fasilitac zozial ekonomi lainnya
cesuai dengan loetentuan tebmis yang berlalou;

. diperbolehlcan dengan syarat Pemanfaatan Fuang untuk lkeegiatan

pengembangan budi daya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi

Kawacan;

. diperbolehlcan dengan cyarat pericembangan permuldman yang berada

atau berbataszan langsung dengan Kawazan Lindung;

tidalke diperbolehkan kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang
mengpangEu fungzi Kawaczan permulcdmarn;

tidalke diperbolehlcan kegiatan inductri besar yang berpotenci
mencemarn inglungan; dan

. tidalke diperbolehlkcan kegiatan yang mengpangpu funpgzi EKawasan

cesual dengan kestentuan telmizs dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengembangan sebagian Kawasan pesicir untuk kegiatan jasa dan fatau

perdagangan yvang selanjutnya disebut EPU-JP-01 zampai dengan KPU-
JP-12 dilakukan dengan reklamasi tercantum dalam Lampiran VIII dan

digambarican dalam peta KEPRL dengan skala leeteliian 1:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpizahlcan dalam Peraturan Dasrah ini.
Pengaturan pada EFU-JP-01 sampai dengan EKFU-JP-12 cebagaimana

dimakcud pada ayat (2] meliput:

a penyelengparaan reklamaszi  cecara  bertahap dengan tetap

memperhatilcan fungsi Kawacan permulcman;

penyelengparaan relkdamaci denpan konfisuraszi menyatu dengan
EAriz pantad; dan

lokaczi sumber material relcdlamaci untulk penyelengaraan reldamaci
di KFU-JP-01 campai dengan KPU-JP-12 cebapaimana dimalcoud
pada ayat (2] ditetaplkan secuai dengan Eawasan peruntukan
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LAMPIRAN VI

PERATURAN DASRAH PROVINII SULAWES] SSLATAN
HOMCR 3 TAHUM 20232

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH FROVINII
SULAWESL SELATAN TAHUN 1022-2041
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

AREA REKLAMASI
12,11 HA

SITE PLAN REKLAMASI 12,11 HA
PERAIRAN SEKITAR PULAU LAE-LAE — KOTA MAKASSAR

KESESUAIAN PERATURAN:

. PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWES] SELATAN TAHUN
2022-2041.

-

. PERATURAN MENTERI KELAUTAN & PERIKANAN NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT.

~

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT NOMOR:
0108221051730004 OLEH KEPALA BKPM AN. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
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